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fisik, mental sosial, dan waktu sekolah, harus dipisahkan dari pekerja/buruh 

dewasa, malibatkan anak dalam pekerjaan-pekerjaan terburuk maupun semua 

pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sebagaimana tertulis didalam rumusan masalah mengenai pelaksanaan 

kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan dan kendala-

kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap hak 

pekerja anak atas kesehatan di Kabupaten Sleman, maka mendasarkan pada hasil 

penelitian, wawancara dan pembahasan, akhirnya penulis berkesimpulan:  
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1. Pelaksanaan kewajiban pemerintah terhadap hak pekerja anak atas kesehatan 

di Kabupaten Sleman, yaitu berupa : 

a. Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan dan bekerja 

sama dengan Dinas Sosial maupun LSM yang ada. 

b. Menjalankan program untuk memindahkan anak-anak sebagai pekerja di 

lingkungan terburuk ke tempat kerja yang lebih baik, yang dapat menjamin 

tumbuh kembang anak 

c. Pengawasan pekerja anak. 

d. Sosialisasi Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-

undang Perlindungan Anak. 

e. Pembinaan anak jalanan, gelangangan dan pengemis. 

f. Pemeriksaan kesehatan ibu dan anak. 

g. Rehabilitasi medik keluarga miskin. 

h. Fasilitasi jasa konsultasi anak di puskesmas. 

Terkait dengan hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sampai saat ini 

hak-hak yang seharusnya menjadi hak pekerja anak belum dapat dipenuhi secara 

menyeluruh oleh pemerintah. Pelaksanakan kewajiban pemerintah tersebut tidak 

semuanya sudah melindungi dan menjamin hak-hak pekerja anak atas kesehatan, 

yang seharusnya mengimplementasikan ketentuan didalam Undang-undang 

Perlindungan Anak. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban pemerintah 

terhadap hak pekerja anak atas kesehatan di Kabupaten Sleman yakni belum 

ada sikap tegas yang dilakukan oleh Disnakersos dan KB ketika berada 
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dilapangan dalam menghadapi secara langsung para pengusaha dengan  

memperingati mereka maupun melakukan upaya untuk memberhentikan 

anak-anak yang bekerja, hal ini dikarenakan pihak Disnakersos dan KB masih 

ragu untuk mengambil resiko yang besar oleh karena anak-anak tersebut 

bekerja untuk dapat membantu ekonomi keluarganya. Selain itu kendala 

lainnya yakni belum adanya laporan yang masuk ke Disnakersos dan KB 

tentang masalah hak pekerja anak atas kesehatan, sehingga Disnakersos dan 

KB juga belum dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara 

menyeluruh sebagai instansi pemerintah. Selain itu menurut Pranowo S.H 

belum adanya kasus yang dilaporkan kepada LPA DIY terkait dengan hak 

pekerja anak atas kesehatan sampai saat ini merupakan kendala yang dihadapi 

oleh LPA dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak anak. 

 

B. Saran 

Mendasar pada kesimpulan diatas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan 

kerendahan hati, diakhir penulisan hukum ini ingin memeberikan saran yang 

sekiranya dapat membantu dan berguna bagi semua pihak.  

1. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi ataupun program-program terkait 

dengan pekerja anak secara konkret, dengan menjamin hak-hak anak tersebut 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum 

nasional. 
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2. Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Sleman seharusnya mempunyai suatu tindakan yang tegas dalam 

menyikapi pekerja anak maupun pengusaha yang mempekerjakan,dan bukan 

hanya melakukan pengawasan. 

3. Pemerintah terkait maupun Lembaga Perlindungan Anak seharusnya tidak 

hanya menunggu adanya laporan atau aduan yang masuk terkait dengan 

pekerja anak, melainkan mempunyai inisiatif dan berperan aktif dalam 

melakukan suatu perlindungan terhadap hak-hak anak khususnya hak pekerja 

anak atas kesehatan. 

4. Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak seharusnya mentaati syarat-syarat 

yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 109, serta memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan anak. 

5. Lebih aktif dalam peningkatan pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan 

oleh instansi maupun lembaga lainnya dalam menjamin hak pekerja anak atas 

kesehatan, serta melakukan pendataan pekerja anak secara menyeluruh dan 

berkesinambungan. 
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